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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman merupakan keniscayaan dalam kehidupan, terutama 

dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan yang majemuk 

dan heterogen sangat mudah terpengaruh dan berubah. Perubahan itu terjadi 

karena adanya norma sebagai kontrol sosial tidak mampu untuk menahannya. 

Pergaulan masyarakat adalah salah satu hal yang selalu berubah, terutama di 

kalangan anak muda saat ini, meskipun terdapat aturan yang mengekang dan 

ilmu agama yang dimiliki, akan tetapi dengan lajunya perkembangan sosial yang 

semakin tidak terkendali, pengetahuan agama tidak menjadi kuat dalam 

mengukuhkan prinsip, khususnya dalam kebutuhan seksual. 

Pengaruh lingkungan, tayangan televisi dan media sosial lainnya menjadi 

pemicu perubahan, terutama dalam hal hubungan asmara, pacaran, hubungan dua 

anak manusia yang berlainan jenis. Berpacaran dikalangan anak muda saat ini 

adalah hal yang lazim, tetapi akan sangat tabu jika sudah masuk ke ranah 

hubungan intim. Hal itu tentu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku 

di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan.  

Pasangan kekasih yang saling mencintai itu sudah biasa, tetapi akan 

berbeda jika sepasang kekasih yang belum dipersatukan dalam hubungan 

pernikahan yang sah, kemudian karena dorongan hawa nafsunya keduanya 

melakukan hubungan intim, apalagi tinggal dalam satu atap namun belum 

disahkan oleh agama dan negara. Praktek melakukan hubungan intim yang 
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demikian itu dikalangan masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo
1
, hal ini 

dipersamakan dengan kerbau (binatang) yang hidup dalam satu kandang namun 

belum menikah. Bagi sebagian masyarakat memaknai sebagai perbuatan yang 

negatif karena pola hubungan di antara dua orang yang belum menikah 

merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh aturan agama, masyarakat dan negara. 

Jejak tentang kumpul kebo bisa ditelusuri dalam masyarakat modern, 

perkembangan zaman mempengaruhi pola pergaulan sepasang kekasih yang 

mengajak untuk mempercayai cinta sebagai dasar tindakan. Konsep kebutuhan 

manusia memang perlu seks dan cinta, tetapi mereka enggan dengan 

legalisasinya. Maka tidak usah heran apabila kumpul kebo tumbuh subur, sebab 

itulah jalan menyenangkan bagi perasaan mereka. Sehingga akan ada potensi 

untuk diulangi kembali, karena melalui kumpul kebo tersebut mereka (sepasang 

kekasih) akan mendapatkan cinta sekaligus seks. 

Pada dasarnya mereka mengerti akan konsekuensi atas tindakan mereka 

(sepasang kekasih), hanya saja mereka masih mengedepankan nafsu sesaat 

daripada memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Selama ini banyak 

pembicaraan mengenai kumpul kebo. Tidak mengherankan apabila jawabannya 

tunggal, yakni bahwa kumpul kebo adalah sesuatu yang buruk dan harus 

dihindari. Hubungan tanpa legalisasi dari agama dan negara yang dijalani oleh 

kalangan anak muda zaman sekarang ini adalah hal tabu yang harusnya tidak 

                                                             
1 Istilah yang asli dahulunya adalah koempoel gebouw. Dalam bahasa Belanda, gebouw bermakna 

bangunan atau rumah, jadi koempoel gebouw maksudnya adalah berkumpul di bawah satu atap 

rumah. Istilah gebouw berubah menjadi kebo, sehingga menjadi kumpul kebo. Sementara, 

kohabitasi adalah kata pinjam dari Latin via Inggris, "cohabitation" (dalam Latin orisinil co-

habitare, tinggal bersama). https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo Diakses Kamis, 16 Maret 

2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo
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dibiarkan berkembang begitu saja, karena tidak sesuai dengan aturan hukum 

yang ada serta dari pandangan agama. 

Hal tabu yang dimaksud mengacu pada pandangan sosial yang dianggap 

negatif dan juga tidak dibenarkan oleh agama. Dalam hukum positif delik 

kumpul kebo masih belum ada aturan normatif yang mengikatnya, karena dalam 

hukum positif hal ini tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak 

dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagai salah satu delik 

kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi jika dilakukan 

dengan kerelaan kedua belah pihak.  Sementara perbuatan kumpul kebo yang 

dimaksud masih dalam rancangan undang-undang, mengenai penjelasan tentang 

kriteria delik kumpul kebo dan unsur yang ada di dalam delik tersebut juga masih 

belum teperinci. 

Dari sisi lain, hal yang lebih penting lagi dari kumpul kebo adalah 

bagaimana pengaruhnya terhadap para pelaku kumpul kebo itu sendiri. Kiranya 

hal tersebut lebih objektif untuk menilai apakah kumpul kebo itu baik atau buruk. 

Jika memang pelaku kumpul kebo memperoleh manfaat positif dari perilakunya 

mengapa mereka harus dikecam lalu diberantas. Sebaliknya jika memang 

memperoleh manfaat negatif yang lebih banyak maka selayaknya kumpul kebo 

ditekankan untuk dihindari. 

Bagaimanapun fakta membuktikan, bahwa kumpul kebo lebih 

memberikan efek negatif. Sebagai perbandingan di Amerika yang kulturnya 

sangat permisif dengan kumpul kebo, hal ini diakui tidak lebih baik daripada 
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menikah padahal disana kumpul kebo dilazimkan.
2
 Apalagi di Indonesia yang 

jelas-jelas memandang kumpul kebo sebagai hal yang tabu. Tentunya kumpul 

kebo di Indonesia akan berefek lebih buruk bagi pelakunya daripada di Amerika. 

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tidak ada pembahasan yang 

spesifik mengenai tindak pidana kumpul kebo. Namun jika dilihat dari unsur 

deliknya yaitu adanya persetubuhan antara sepasang kekasih yang diharamkan 

dan kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan sesuatu yang diharamkan tadi. 

Maka, perbuatan ini dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan ke dalam 

jarimah zina, karena  jarimah zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki 

dengan seorang peremuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan 

perkawinan.
3
  

Hukum Islam melarang keras segala perbuatan yang mengarah pada zina, 

baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, 

selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan. Sekalipun 

Alquran dan hadis, tidak menjelaskan secara rinci terhadap delik  kumpul kebo 

yang wajib dijatuhi hukuman, namun Alquran dan hadis memberikan penjelasan 

terhadap sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku, dan tentunya masih 

banyak pendapat para ulama yang menjelaskan tentang kriteria kumpul kebo 

yang wajib dijatuhi hukuman. 

Dengan demikian, persoalan di atas mengundang perhatian untuk 

melakukan penelitian. Di mana penelitian ini ingin menitikberatkan pada 

                                                             
2  http://smartpsikologi.blogspot.co.id/2007/08/kumpul-kebo-itu.html Diakses Kamis, 16 Maret 

2017. 
3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 37. 

http://smartpsikologi.blogspot.co.id/2007/08/kumpul-kebo-itu.html
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pandangan hukum pidana Islam. Delik kumpul kebo sengaja dipilih, sebab kajian 

ini tersebut masuk dalam kajian hukum pidana Islam pada kategori zina ghairu 

muhs}an, yang sanksinya berupa hukuman jilid atau dera seratus kali dan 

diasingkan selama 1 (satu) tahun.  

Namun yang menjadi perhatian dalam fenomena ini, apakah jilid atau 

dera tersebut bisa diatasi dengan perbaikan, yakni dengan cara restorasi bagi para 

pelaku. Karena tidak sedikit dari masyarakat saat diketahui anak atau kerabatnya 

melakukan hubungan di luar nikah sampai dengan hamil, maka mereka lebih 

memberikan jalan dengan menikahkan mereka secara sah lewat lembaga 

perkawinan, supaya lebih terpelihara kehormatan dari pelaku maupun 

kehormatan keluaga dan masyarakat. 

Cara itu sebenarnya menjadi alternatif bagi masyakat yang menunjukkan 

pemulihan atas perilaku kumpul kebo menjadi hubungan yang sah sebagai suami 

dan istri. Telaah ini juga menjadi kajian sebagai kearifan lokal (local wisdom) di 

berbagai teritorian masyarakat tertentu, hingga bila ditarik pada pandangan 

qawa̅idul fiqh hal tersebut merupakan paradigma masyarakat sebagaimana 

al’adatu muhakkamatun. 

Secara tidak langsung, solusi ini juga dikenal dengan restorative justice 

sebagai konsep pemulihan atas perilaku yang menyimpang atau melanggar 

hukum. Kumpul kebo merupakan tindakan suka sama suka, alasan ini kemudian 

menjawab, yang menjadi celah mereka kumpul kebo karena tidak diikat dengan 

perkawinan yang sah. Karena persoalannya tidak memiliki hubungan yang sah 

maka solusinya adalah dinikahkan. 
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Sekalipun dalam kumpul kebo merupakan perbuatan pidana, namun 

terdapat pula unsur perdata yang memungkinkan memilih atau memutuskan 

untuk menikah agar selamat dari sanksi moral dan agama. Maka apakah dengan 

hukum pidana Islam ini delik kumpul kebo dapat diselesaikan dengan cara 

restorasi tanpa harus disanksi pidana? Dengan ini, penulis sengaja menggunakan 

tema dengan judul "tinjauan hukum pidana Islam terhadap  keadilan restoratif 

delik kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015." 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas ada beberapa identifikasi masalah yang perlu dikaji 

serta tidak menutup kemungkinan ada batasan tertentu untuk pendisiplinan 

pembahasan, hal ini ditemukan identifikasi masalah diantaranya: 

1. Banyaknya perilaku kumpul kebo di kalangan masyarakat. 

2. Delik kumpul kebo masih dalam RUU KUHP. 

3. Tidak terdapat konsep keadilan restoratif pada delik kumpul kebo. 

4. Dasar hukum atau redaksi hukum pidana Islam mengenai keadilan restoratif 

dalam delik kumpul kebo masih belum spesifik. 

C. Batasan Masalah 

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, perlunya batasan-batasan 

yang sekiranya tidak keluar dari pembahasan yang lain. Maka dari itu dalam 

rancangan penulisan ini kami membatasi beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Upaya keadilan restoratif bagi delik kumpul kebo. 
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2. Hukum pidana Islam terhadap keadilan restoratif delik kumpul kebo dalam 

RUU KUHP Tahun 2015. 

D. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan, penulis telah merumuskan masalah 

yang akan dikaji sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana deskripsi tentang keadilan restoratif? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap keadilan restoratif delik 

kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015? 

E. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini berisi kajian pustaka pendukung yang berkaitan dengan 

konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang 

dijalankan.
4
 Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis masih memandang 

bahwa, restorasi bagi pelaku kumpul kebo masih dalam perspektif para tokoh 

atau ulama. Belum pula menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik 

mengkaji tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap keadilan restoratif delik 

kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang telah 

penulis lakukan, ada karya tulis yang hampir serupa mengkaji mengenai kumpul 

kebo, namun tidak menggunakan pendekatan hukum keadilan restoratif dalam 

pemasalahan tersebut, di antara skripsi yang ditemui yaitu: 

                                                             
4Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 254. 
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1. Skripsi yang ditulis oleh A. Arwani yang berjudul “Zina dan Kumpul Kebo 

dalam Perspektif hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan kumpul Kebo 

dalam RUU KUHP 2005). Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2008 dan 

berdasarkan isi skripsi tersebut menguraikan atau menjelaskan pada 

pandangan hukum Islam bahwa, hukum Islam tetap menghukumi dosa bagi 

para pelaku zina.
5
  

2. Skripsi yang ditulis oleh Zainur Ridlo, yaitu tentang “Kebijakan Hukum 

Pidana Tentang Delik Kesusilaan: Studi Terhadap Pasal 485 RUU KUHP 

Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan yang 

Sah.”
6
 

Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan 

yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan 

pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang keadilan 

restoratif dalam delik kumpul kebo. serta metode pengambilan hukumnya dalam 

hukum pidana Islam, supaya hukum pidana Islam bisa menyikapi hal tersebut 

dengan keadilan restoratif bagi delik kumpul kebo itu lebih baik atau tetap 

menjalani hukuman sebagaimana sanksi yang terdapat dalam hukum pidana 

Islam.  

                                                             
5 A. Arwani, Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif hukum Islam, Studi atas Delik Zina dan 
kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005, (Skripsi UIN—Sunan Kalijaga Jogyakarta, 2008). 
6 Zainur Ridlo, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan: Studi Terhadap Pasal 485 
RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan yang Sah,  

(Skripsi: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2014). 
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Maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Restoratif Delik Kumpul Kebo Dalam 

RUU KUHP Tahun 2015. Sekalipun hampir menyerupai dengan judul di atas 

namun secara teknis dan substansi bahkan objek yang digunakan berbeda. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui deskripsi konsep keadilan restoratif (restorative justice). 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap keadilan 

restoratif delik kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015.  

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu sumber teoritis dalam hukum pidana Islam terhadap 

keadilan restoratif delik kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2015, dan 

dengan adanya karya tulis ini upaya dijadikan referensi bagi pembaca guna 

meningkatkan pendidikan bagi masyarakat. 

2. Sebagai dasar praktis guna memperkaya wawasan atau memperdayakan 

masyarakat dalam melakukan tindakan preventif terhadap tindakan seksual 

para remaja diluar pernikahan atas dasar suka sama suka. 

H.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap masalah yang 

dibahas,  maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknis sebagaimana berikut: 
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1. Hukum pidana Islam, yang dimaksud hukum pidana Islam di sini adalah 

hukuman yang berkaitan dengan jarimah. Jarimah (tindak pidana) menurut 

Imam al-Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang 

dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam 

dengan hukum had atau takzir.
7
 Dalam hal ini jarimah yang dimaksud lebih 

menitikberatkan pada jarimah had. Sehingga secara spesifik hukum pidana 

Islam dalam pembahasan ini lebih diorientasikan pada teori maupun konsep 

tentang perzinaan. 

2. Keadilan resoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 

pembalasan.8  

3. Kumpul kebo merupakan kata majemuk yang disatukan antara kumpul dan 

kebo. Kata kebo sendiri berawal dari kata yang diciptakan oleh masyarakat 

yang digunakan sebagai bahasa daerah, kendati demikian berangsurnya 

perkembangan kata kebo sendiri mulai banyak diketahui oleh masyarakat 

luas sehingga kata kebo tersebut telah dan terdapat di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), di mana kata tersebut disamakan dengan dengan kerbau.
9
 

Penyatuan kata kumpul dan kebo merupakan istilah yang sudah lama 

masyarakat ketahui. Kumpul kebo adalah praktek hubungan intim yang 

                                                             
7 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah, 1973, 219. 
8 Pasal 1  angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Anak 
9 http://kbbi.web.id/kebo Diakses Rabu, 26 April 2017.  

http://kbbi.web.id/kebo
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dilakukan antara sepasang kekasih yang belum menikah, hal ini 

dipersamakan dengan kerbau (binatang) yang hidup dalam satu kandang 

namun belum menikah
10

 atau dalam kalimat lain kumpul kebo belum 

melakukan akad baik secara formal dan non formal. Mengenai aturan hukum 

delik kumpul kebo masih dalam RUU KUHP. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Data yang Dikumpulkan 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan 

metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau 

metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang ada.
11

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan 

penelitian terhadap masalah hukum, serta untuk mendapatkan hukum 

subjektif (hak dan kewajiban).
 

Penelitian yang  dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 

gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, 

pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata 

                                                             
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo Diakses Kamis, 16 Maret 2017. 
11Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Cetakan ke 11,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.     

https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo
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cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
12

 Dengan tujuan untuk 

mengerti atau memahami gejala yang diteliti. 

Dengan demikian perlunya data yang harus dikumpulkan yang 

meliputi, data pustaka yang berkaitan dengan keadilan restoratif yang secara 

spesifik membahas tentang hukum perzinahan. Sehingga data mengenai 

keadilan restorasif dapat menjawab rumusan masalah bagaimana deskripsi 

tentang keadilan restoratif?  

Jadi dalam objek penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah 

mengenai data kumpul kebo (RUU KUHP Tahun 2015). Hal ini menjadi 

telaah analisis dengan pandangan hukum pidana Islam dan 

mempertimbangkan tentang keadilan restorasi agar nantinnya dapat 

menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana analisis hukum 

pidana Islam tentang keadilan restoratif dalam delik kumpul kebo? 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum 

bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji 

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan.
13

 

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer: 

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Alquran, Hadis, serta RUU 

KUHP Nasional. 

 

                                                             
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986), 32. 
13Bangbang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, 2006), 112. 
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b. Sumber Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang  

memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi 

perundang-undangan (statutes), regulasi (regulations), ketentuan-

ketentuan pokok (constitutional provision) dan kasus-kasus penting 

yang berkaitan dengan topik penelitian, jenis-jenis bahan hukum 

sekunder berupa:
14

 

1) Buku-buku ilmu hukum. 

2) Jurnal tentang hukum 

3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

4) Kamus hukum. 

5) Ensiklopedia hukum. 

6) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

3. Objek Kajian 

Objek kajian terhadap hubungan kumpul kebo (kohabitasi) ini, 

dilakukan pendekatan keadilan restoratif dalam pandangan hukum pidana 

Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini 

dilakukan dengan studi pustaka  terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan 

hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. 

 

                                                             
14 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 

Grafika,2015), 90. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang 

diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau 

meragukan.
15

 Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual 

(intelektual honestly) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten 

dengan rencana penelitian. 

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengkelompokkan data yang 

diperoleh.
16

 Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh 

gambaran secara jelas tentang keadilan restorasi bagi delik kumpul 

kebo.  

6. Teknik Analisis Data 

Hal ini merupakan metode deduktif yang digunakan untuk mencari 

dasar-dasar ketentuan undang-undang untuk diterapkan pada kasus. Secara 

khusus teknik analisis ini merupakan deskriptif normatif yaitu uraian apa 

adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum 

atau non-hukum. Hal ini dapat dilakkukan dengan cara: 

a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak 

tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap sesuatu 

                                                             
15 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125. 
16 Cholid Narbukodan abu Ahmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
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pandangan, proposisi, pernyataan  rumusan norma, keputusan baik yang 

tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 

b. Interpretatif adalah menggunakan jenis penafsiran menurut dasar hukum 

yang digunakan (hukum pidana Islam). 

c. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan 

melakukan analogi dan pembalikan proposisi. 

J. Sistematika Pembahasan 

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca 

mudah memahami isi dari karya ilmiah ini, yang diatur sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan yakni menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab yang kedua membahas tentang landasan teori, mengenai had zina 

dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, 

macam-macam, sanksi dan pelaksanaan sanksi.            

Bab yang ketiga membahas objek penelitian yaitu tentang data mengenai 

deskripsi keadilan restoratif, begitu pula data mengenai kumpul kebo yang masih 

dalam RUU KUHP. Kemudian merupakan implementasi keadilan restoratif 

dalam menyikapi delik kumpul kebo, hal ini meliputi adanya wacana yang sudah 

menjadi rahasia umum pada era kini terkait seksual di luar pernikahan yang 

melibatkan para gadis dan jejaka, serta keadaan hukum adat setempat. 
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Bab yang keempat merupakan inti dari karya tulis ilmiah yaitu memuat 

analisis hukum pidana Islam tentang keadilan restoratif pada delik kumpul kebo. 

Kajian ini juga mendeskripsikan dinamika hukum yang tentunya bersinggungan 

dengan keadilan restoratif. 

Bab yang kelima yaitu bab yang memuat kesimpulan akhir terhadap 

proses fakta, data yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi 

jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga berisi saran-saran penelitian. 


